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TASIKMALAYA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR
RI Putu Supadma Rudana berharap target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota maupun Kabupaten
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dapat tercapai dengan baik, meskipun berada
dalam situasi pandemi Covid-19.   
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“Menyangkut urgensi SDGs tentu kita berharap bagaimana pencapaian SDGs di
Kabupaten/Kota Tasikmalaya betul-betul walaupun terhalang pandemi bisa
tercapai dengan baik,” ujar Putu usai mengikuti kegiatan Sosialisasi Diplomasi
Parlemen bertema 'Urgensi SDGs dan Momentum Parliamentary Speakers
Summit P20 Indonesia 2022 dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat di
Kabupaten Tasikmalaya', di Kantor Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu
(20/7/2022).   

Beberapa target SDGs yang diyakini dapat tercapai dengan baik, pertama,
mengenai kualitas pendidikan yang diharapkan Tasikmalaya dapat menjadi
centre of exellence. Kedua, mengenai pembangunan industri, inovasi, dan
infrastruktur yang harus selalu didorong.

“Jika ada keramaian di satu titik,  tentu terhambat semuanya. Tentu ini menjadi
catatan kami untuk terus disuarakan agar infrastruktur ini segera diselesaikan,”
ujar Putu.   

“Memang saat ini ada tahapan pembangunan tol, dari Bandung sampai
Tasikmalaya dan Cilacap. Mudah-mudahan ini segera di 2024 bisa terwujud.
Karena saya yakin kalau tidak ada infrastruktur potensi apapun tidak bisa kita
maksimalkan,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut.   

Ketiga, masih kata Putu, menyangkut poin ke tujuh belas dari SDGs yaitu
kemitraan (sinergi). Putu menegaskan BKSAP DPR RI hadir di Tasikmalaya
adalah untuk membangun sinergi. Sehingga, sinergi tersebut pada akhirnya akan
memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kalau ada kerja sama segala tantangan bisa dihadapi bersama-sama,” tutup
Anggota Komisi VI DPR RI tersebut. (rdn/sf)


